KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul
Tanggal
Surat Kabar
Halaman

: Revisi UU Pemilu bukan hanya untuk putusan MK
: Sabtu, 19 Juli 2025

: Kompas
2

Revisi UU Pemilu Bukan
Hanyva untuk Putusan MK

LU Pemilu hasil revisi semestinva mengakomodasi seluruh putusan uji materi serta perselisihan hasil
pemilu vang telah ditetapkan M. Evaluasi menveluruh penting untuk mewujudkan pemilu berkualitas.

JAKARTA, KOMPAS — Rovisi U
g Unibang tentang Pemilibe
an Unium bukae sckadar untuk
mengalankan patoan Mahka-
mah Koenstitusi tentang pemi
shan pemila rasional dan e
milu lokal, melunkan juga un
ik mengevalmmi secars mes
mvelurul aturan  kepemiluan
Rarena itu, pemerintah dan
DPR perdu segera memula
prermluthasan sebab proses revisi
UL Pemilu diperkirakan mem
hutuhkan waktu vang relatil k-
T

Mahkamah Konstitus: (MK
telah memenntahkan pemisah
an pemili nusional dan el
lokal melalui pu vang di
hacakan pawla 260 Juni 20025,
Putusan itu harus ditindaklan
Jubt dengan merevisi T {en-
tang Pemilu dan UL tentang
Pilkeziila, Sehaaby, pelaibessaninan pe-
misahan pomilu nasional dan
premitia fokal it memerukan
aturan teknis serta payung ho
ki il etk UL

Terlebih, pemily masional jika
merujuk putusan ME digelar
untuk memilih presiden dan
wikil presiden serta angdigeota
I e DPLY _-\;L'l;lula penmly
lokal wang dhliksinakan 2-25
tahun setelah periilu nasionil
ditugukan wituk memilih kepa
la daerth dan wakil kepala da
erah serta anggota DIRD pro
vins dan l-;.|hl||ut en koln,

Moski - demikinn,  menurut
pengsaar Hukum Pemibu di Fa
kultis Hubum Ulpiversitas i
donesia, Titk Angeraing, revisi
LI jugn hurus mengakomodis
herbagen prtusan ) maten dan

persclisihan hasil  pemilihan
umum yangd lelah diputus MK
Revisi aturar main pemilu juga
mengach momentum perhaikan
dant hasil evaluasi pelaksanaan
premiluepemilu sebelamngs
“Urgensi merevisi UL Pemilu
bk hanya untuk menindaks
lanjuti putusan MK, melainan
Jugg sangad dibnat ubikon Karenis
banyak persoalansvang hanas
thselesaikan® pcld’ level  un-
dang-undang™ wiar Titi saat
sk bertagik "Uiegenst Pei-
bahasan RUL Pemilu untuk Re:
ks Konstitwsional Pemilu
ional 2029 Femily Dacrah
KN, Jum (1K ¥
Titi menjelaskan. selan pe
missthan pemily nasional dan
lokal. ada sejumldal putusan lain
vang jugs hares diakoomosdasi
dalam revisi UL Penulu, Seba
iz cli sntacarma <lipuitus sidhes
Jum Pomilu 2024,
sepeerti o sh vatlom presiden
dan wakil presiden serta pem
breturkan i i prernilibsan. Se

lain itw, putusan mengenai e
kostrubess minbag batas porle
men

Ay puls Putusan Nomwn
I20PUL-XX 2022 vang me
moerintahkin  pwembentuk U1
mengatul aliin akhir
l'II:i.\-lJ.I]LI Bt ey bemadog o e
milu. Palam pertimbangan hu
kumnya, ME menegiskan bah
ki penyvelen 1 el
Iu fuarus dilakwkasn i Jaar ta
hapan pemida. Dalam perkara
perselisihan hasil Pilpres 2024,
MK jugm meninta pembentuk
PIUE sengantarr pembuggian an
tuan sosil di masa pemilu

Kseer

Oleh karena itw, lanjut Titi
PR dan pemerintab haris se-
zora memulal pembahasan 1o
wvisi PV Pemilu Tsusisu vang
menumnpuk dari berbaga pu
tusan ME haras ditahas dan
diakomiodast Ferubahan satu
yariahel angeliputus MK jipa
berpotenst berdampak pada vit

rahel loin sehingga membu-
tubkan —waktu  pembahasan

yang cukups lama

Titi pun kbhawatin, semakin
Larmas UL Permlu Figlak direvis,
semakin banvak plhok g
mengambil jalurag-mater di
MEK. Sebab masyorakat tidak
rrwernilikd slumncintok herpers
tisipasi dalam mereformasi ha
kaimpwemnilin. Pacdahial, putissan
MK bukan menjadi solusi sa
Hissatinya untak permikan sis-
tem puonilu.

Cladiy kabag pembeniuk un-
dang-unelang mengelub. misal
nva stk dilanigkahi oleh ME,
jangan-jangan justru pemben
tuk urdnng-umdang ying harus

pevaluasi dan merelleksi
Sehaby, mercka fidak
juga members ruang  kepada
pubilik untuk turut serta dalai
merelormasi hukum pemilu,”
Tutury,

Memperbaiki pemilu

Gurn  lesar  Perbandingan
Politik  Ulnoversitas Airlangea
Hamlan Surbakti menuturkan,
revist UL Penmlu juga harus
dlilnkukan calam rongka mem
perhaiki  kualites pemilu
Hal-bal vang menjsdi catatan
labm pelakssinann dun kali jae
milu terkhir dan beberapa kali

pilkada horus diperbaiki mela
Turi revasa LI,

"Sebelum direvisi. perlu di
vvaluasi teriehih dabioho apakah
proses penvelenggaraan pemilu
sibah berlamgsung  demokra.
fs.” katanya

Menprut abia, wda beberapa
pavameter pomilu demokratis
vanngd gt g bahan e
lupsi perbookan i revisi UL
Pemilu Aspekeaspek tersehot
adidah hukum pemilysang de
ikl . keselirian
ANtArWARED DeRar, persaingan
g basbins lan adlil, an suara
vang dilitung setarn, Selanjut
myi, partisipasi pemilib; penves
lenggara vang mandini, profesi
onal, dan Terintegntas; proses
perungutan.  penghitungan
dan ke olasi s yang
sesuploasas pomile keadilan
il serta ketisdasn keke-
rasat.

Puda Selasa (157, Kelua
LR Frsn Maharand beluny bisa
mwnustikan  kapan
UL Pemilu bakad dibabas, Po
Itist PDEP itn menyatakan
pembhicarann tentang KLU Pe
mikia masih sl b tingkat pam

s

P,
Habikan, alat  kelengkapan
IR ¢ akan  membahas

RUT Pemilu juga masib elum
dhtentukin, Schelumpyn, RUL
Pemibie divsullan oleh Badan
larpis

wn, Kis

Tast Nasic
i PP kemachan meminta

kel pimpinan DIPH g

rancangan undang-undang ter

sebuil dibuthas olel Komisi 11
“sekarang tengah larmad b

dak Lamjuti sesual mekanisme
e, Apakah nanti akan i Baleyg
atau Komisi 11, inl masih kami
diskusikan i fingkal pimpin-
an.” kata Puan.

Kosorclinator Komite Pemilib
Indonesia (Tepd Indonesia) Je
iy Sumamposy menilai, $ikap
sejumlah partas politik dan ang
b DPH yamy menodisk putus-
an MK soal pemisahan pemilu
masioml akim okl menegmsboan
krisis ketatanegaraan dan krisis
koristitusional. Sikap tersehut
tidok  hanya  menunjukkan
ketilakpatuban terhadap prin-
sip negarn hukam,  tetap
jugs herpatensi menyeret DK

dalamy  tindakan  inkonstitu
sl

Diuji ke MK

Putusan MK memisahkan

permibu masional dan lokal kini
juga divji ke MK Pemoho,
yakii Brahma Arvana, Arina
Savin Afifa. dan Muhammad
Ackarm Arrofin Arfuh, meminta
MK menctapkan pemilu lokal
Leebaap aliliksamak 1 siklus
lima tahunan schingen tidak
miengakibnthan  perpanjngin
muksa Jabatun angeota DERD
il clerah

Par pemobon berdalib, pe
makinan MK bentang
pelaksanaan pemilu dan |
selagaimana  dhiputus o
FPerkara Nomor 135 bertentar
an dengan prinsip-prinsip fuen
damental dalam konstitusi, Fu
Lty {t Berpotensi menim
bulkan  perubahan  signifikan
el sistem demokis di In
donesi, (SYA)
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